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1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana Negara Indonesia
menjunjung tinggi supremasi hukum, konsep negara hukum sendiri sebagaimana
tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang
menyatakan bahwasannya “Negara Indonesia adalah negara hukum”, tentu saja
Negara Indonesia memiliki konsekuensi yuridis yang harus dipertanggung
jawabkan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal
ini tentunya sejalan dengan teori kedaulatan hukum menurut Krabbe dimana
kedaulatan tidak terletak kepada negara tetapi terletak pada hukum itu sendiri, oleh
karena itu baik penguasa maupun rakyat bahkan negara itu sendiri harus tunduk
kepada hukum (Soehino, 2008, him. 146).

Kedaulatan hukum ialah sumber kedaulatan yang mana kesadaran hukum
seseorang akan membuat seseorang dapat membedakan mana yang adil dan tidak
adil. Kekuasaan pemerintah juga berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah yang
membimbing kekuasaan pemerintahan. Etika normatif negara yang menjadikan
hukum sebagai “panglima” mewajibkan penegakan hukum dan penyelenggara
negara dibatasi oleh hukum.

Penegakan hukum di Negara Indonesia telah menjadi tanggung jawab
negara melalui lembaga-lembaga penegakan hukum termasuk lembaga
pemasyarakatan. Warga negara yang telah melanggar hukum akan diberi sanksi
atau hukuman yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. Mereka
akan dibina guna menjadi warga negara yang lebih baik di lembaga
pemasyarakatan. Hal ini sejalan dengan Aristoteles yang menyatakan bahwa “yang
memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil, dan
kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu di didik
menjadi warga yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan
manusia yang bersikap adil. Apabila keadaan semacam itu telah terwujud, maka

terciptalah suatu “negara hukum” (Huda, 2005, him.1-2).
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Narapidana yang masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan disebabkan
oleh berbagai macam perkara seperti pencurian, korupsi, pencucian uang, penipuan,
penyalahgunaan narkoba, pembunuhan, dan sebagian besar juga didasarkan oleh
perkara pergaulan bebas dan permasalahan perekonomian. Permasalahan ini juga
timbul dikarenakan setiap orang mempunyai lingkungan yang berbeda-beda,
terlebih di jaman sekarang ini, pada era milenial banyak orang yang ingin mencoba
sesuatu yang sepatutnya tidak pantas dilakukan, misalnya pemakaian obat terlarang
semacam narkoba. Perihal ini dibuktikan dengan data dari Sistem Database
Pemasyarakatan (SDP) yang menyatakan tingginya jumlah narapidana narkotika
dibanding tindak pidana lainnya yang ada pada lembaga pemasyarakatan di Negara
Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 menyatakan
bahwasannya “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah
tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan”, sedangkan Sugiharto, 2012 dalam bukunya menyatakan
bahwasannya Lembaga Pemasyarakatan ialah tempat guna melaksanakan
pembinaan terhadap warga binaannya (Sugiharto, 2012, him. 89). Narapidana akan
menjalani hukuman atau yang biasa disebut pemidanaan di lembaga
pemasyarakatan.

Dilansir dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa
bagi Negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila, pemikiran mengenai
fungsi pemidanaan bukan lagi hanya sekadar untuk membuat jera, tetapi juga
merupakan suatu usaha rehabilitasi serta reintegrasi sosial narapidana yang telah
ditetapkan dengan suatu sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum di
Indonesia yang dinamakan dengan Sistem Pemasyarakatan. Fungsi dari Sistem
Pemasyarakatan menurut Pasal 3 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 yang
menyatakan bahwasannya “Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga
Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat,
sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan

bertanggung jawab”.
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Rehabilitasi serta reintegrasi sosial untuk narapidana ini sejalan dengan
Teori Kemanfaatan (Utilitarisme) yang dipelopori oleh Jeremy Bentham (1748-
1832), di dalam teori ini dikenal sebuah istilah yakni rehabilitasi ataupun reformasi.
Teori rehabilitasi ini menyatakan bahwasannya sebab terjadinya perilaku kejahatan
seseorang yakni di karenakan adanya sebuah penyakit kejiwaan atau juga sebuah
penyimpangan sosial dalam pandangan psikologi (Zulfa, & Adji, 2011, him. 56-
57). Disisi lain kejahatan sendiri di dalam pandangan rehabilitasi dianggap sebagai
sebuah penyakit sosial yang cukup meresahkan di dalam lingkungan masyarakat.
Maka dari itu, narapidana disini membutuhkan sebuah pembinaan yang sudah
mencangkup terapi, konseling, latihan-latihan spiritual dan lain-lain. Pemidanaan
sendiri dipandang sebagai sebuah proses terapi akan penyakit yang ada pada
narapidana, rehabilitasi memandang bahwa seseorang pelaku kejahatan adalah
orang yang perlu ditolong.

Sistem  pemasyarakatan yang dilaksanakan didalam Lembaga
Pemasyarakatan berbentuk pembinaan. Pembinaan yang ada dalam lembaga
pemasyarakatan dibagi menjadi dua program yakni pembinaan kepribadian dan
pembinaan kemandirian  (Bachtiar,2020). Pembinaan kepribadian yang
dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan berkaitan dengan mental atau jiwa
seorang narapidana dalam rangka merubah sikap atau perilaku yang mungkin
sebelumnya kurang baik untuk jadi lebih baik, sedangkan pembinaan kemandirian
berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan keterampilan dan minat Kkerja
narapidana (Sutawijaya, 2020).

Hak-hak yang dimiliki oleh para narapidana sebaiknya bisa diberikan
dengan adanya pembinaan yang ditujukan pada narapidana agar nantinya mereka
dapat kembali berperan selaku masyarakat yang bertanggung jawab kepada negara
serta mengurangi angka pengulangan tindak pidana (residivis) khususnya pada
narapidana narkotika. Narapidana juga harus diberikan pembinaan dan
diberlakukan sesuai dengan konsep hak asasi manusia selama berada di dalam
lembaga pemasyarakatan, tentunya hal ini sejalan dengan pernyataan Novek yang
menyatakan “Prisoners should be treated in accordance with internationally
accepted concepts of human rights” yang artinya narapidana harus diperlakukan

sesuai dengan konsep hak asasi manusia yang diterima secara internasional (Novek,
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2009), negara sendiri mempunyai tanggung jawab untuk melindungi hak tiap warga
negaranya secara konstitusional, dimana hal ini tercermin di dalam Pasal 28C ayat
(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyatakan bahwasannya “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa
dan negaranya”.

Studi pendahuluan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IlA Karawang
menyatakan bahwa tingginya jumlah narapidana narkotika selain tindak pidana
lainnya disana serta sistem pembinaan yang dirancang untuk meningkatkan
kesadaran hukum pada narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan tersebut,
sehingga penelitian ini menarik untuk dilakukan, karena pada hakikatnya
penanaman kesadaran hukum di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk
para narapidana narkotika tentunya ditentukan oleh strategi serta konsep pembinaan
yang berikan kepada mereka di lembaga pemasyarakatan.

Kesadaran hukum merupakan suatu aspek yang sangatlah penting untuk
lebih diperhatikan secara mendalam. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau
nilai-nilai yang ada didalam diri seseorang, terkait hukum yang ada maupun
tentang hukum yang diharapkan ada (Soekanto, 1982, him. 182). Hal tersebut
memiliki maksud agar keteraturan serta ketertiban dapat terwujud didalam
kehidupan antara seorang manusia dan manusia yang lainnya, selain itu kesadaran
hukum berkaitan dengan efektifitas hukum yang berlaku dimana kesadaran hukum
termasuk satu diantara faktor efektifitas hukum itu sendiri. Seperti pernyataan
Soerjano Soekanto yang menyatakan bahwasannya efektivitas hukum yang
bermakna bahwa hukum mempunyai tujuan guna mencapai kedamaian melalui
keselarasan antara ketertiban dan ketentraman masyarakat yang ditentukan oleh
lima faktor yakni hukumnya, penegak hukumnya, fasilitas, kesadaran hukum
masyarakat, dan budaya hukum (Soekanto, 1983, him. 11-67).

Berkaitan dengan konsep pemidanaan, Negara Indonesia menggunakan
teori gabungan atau teori integratif dimana unsur-unsur absolut dan relatif
dipadukan guna mencapai tujuan hukum yang ada di Negara Indonesia, hal ini
sejalan dengan pernyataan Muladi (dalam Samosir, 2012, hlm. 96) yang

menyatakan bahwasannya teori integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila)
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yang tepat untuk diterapkan di Negara Indonesia, karena permasalahan akan
pemidanaan ini menjadi sangat kompleks sebagai akibat dalam memperhatikan
faktor-faktor yang menyangkut pada kemanusiaan, dan menjadikan pidana bersifat
operasional dan fungsional sehingga menimbulkan keharusan untuk memilih teori
integratif dalam tujuan pemidanaan (Samosir, 2012, him. 96). Pada umumnya,
alasan diberikannya pemidanaan dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yakni
golongan teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien), teori relatif
atau teori tujuan (doel theorien), dan teori gabungan (verenigings theorien). Pidana
sendiri merupakan sebuah perlindungan pada masyarakat serta juga pembalasan
terhadap perbuatan yang dianggap telah melanggar hukum, hal ini tentunya sejalan
dengan teori gabungan yang mana tujuan dari pidana itu selain memberikan
pembalasan atas kesalahan dari pelaku kejahatan namun juga dimaksudkan guna
melindungi masyarakat, yakni dengan mewujudkan sebuah ketertiban untuk
mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat maka dari itu di butuhkan
kesadaran hukum (Utrecht, 1958, him. 157).

Kegiatan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIA Karawang terdiri dari dua pembinaan yakni pembinaan kepribadian serta
pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Karawang terdiri dari beberapa program diantarannya program
pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan bimbingan
kemasyarakatan, pembinaan kerohanian, dan pembinaan jasmani atau olahraga.

Tindak pidana narkotika yang menjadi sebagian besar kasus di Lembaga
Pemasyarakatan kelas 1A Karawang merupakan salah satu bentuk dari lemahnya
kesadaran hukum terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, padahal narapidana
memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dimana mereka harus menjunjung
tinggi hukum yang berlaku dengan mengikuti sistem pemidanaan di lembaga
pemasyarakatan serta program pembinaan yang di rancang guna meningkatkan
kesadaran hukum di dalam kehidupan berbangsa serta bernegara sebagai wujud
ketaatannya pada hukum karena narapidana sendiri masih termasuk masyarakat

Indonesia yang nantinya akan bebas dan kembali hidup di lingkungan masyarakat.
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Pada umumnya kajian-kajian sebelumnya kebanyakan hanya memandang
dari segi pemenuhan hak semata saja dan pembinaan kemandirian yang terkait
dengan minat, bakat, dan keterampilan kerja warga binaan, akan tetapi masih belum
banyak yang memandang dari sisi pembinaan kepribadian pada narapidana
narkotika terutama dalam membangun kesadaran hukum.

Rancangan penelitian ini dapat dimasukan kedalam sub dimensi penelitian
Pendidikan Hukum, tentunya penelitian ini sangat penting dan berhubungan dengan
Pendidikan Kewarganegaraan, karena di dalam Pendidikan Kewarganegaraan
sendiri terdapat fokustrasi yang membahas tentang kesadaran hukum, sejalan
dengan pendapat yang disampaikan oleh Maftuh (2008), bahwasannya Pendidikan
Kewarganegaraan memiliki peranan sebagai pendidikan hukum, Pendidikan
Kewarganegaraan diciptakan guna menjadikan warga negara mempunyai
kesadaran hukum yang tinggi, yang menyadarkan akan hak dan kewajiban dalam
penegakan hukum. Pendidikan Kewarganegaraan dalam segi hukum juga
merupakan upaya dalam menciptakan warga negara yang taat akan hukum dan
sadar akan hukum, sebab warga negara yang baik tentu akan mengedepankan
kewajibannya sebagai warga negara yang baik dengan mematuhi hukum (Obby,
2017). Dalam rancangan peneltian ini, kesadaran hukum pada narapidana narkotika
tersebut sangatlah penting karena setelah para narapidana telah selesai menjalani
masa tahanan dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka harus menjadi
masyarakat yang baik, mentaati hukum dan peraturan yang berlaku, maka dari itu
optimalisasi pembinaan kepribadian dalam meningkatkan kesadaran hukum pada
narapidana narkotika ini sangat penting untuk diteliti. Pembinaan tersebut juga
dapat diposisikan sebagai implementasi dari pendidikan hukum, nilai-nilai hukum,
sistem hukum, serta mekanisme hukum di Negara Indonesia, sehingga mereka akan
semakin paham bahwasannya perbuatan mereka sangatlah dilarang oleh hukum.

Permasalahan terkait kesadaran hukum para narapidana narkotika ini jika
tidak di teliti maka kita tidak akan tahu apakah kesadaran hukum narapidana akan

bahaya narkoba dari prespektif hukum dan kesehatan masih lemah atau sudah

meningkat setelah mengikuti pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan,
karena pada dasarnya mereka telah melakukan pelanggaran hukum dengan

menggunakan narkoba serta kemungkinan terburuknya mereka akan mengulangi
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tindak pidana (residivis) karena narkoba sendiri bersifat candu dan memiliki potensi
ketergantungan yang sangat tinggi bagi para penggunanya, sedangkan pelanggaran
hukum berupa penggunaan narkotika ini merupakan salah satu faktor dari lemahnya
tingkat kesadaran hukum pada diri seseorang, semakin banyaknya narapidana yang
mengulangi tindak pidana narkotika maka kasus kriminalitas di lingkungan
masyarakat akan meningkat, dengan meningkatnya warga negara Yyang
menggunakan narkoba tentu akan mengancam keselamatan, keamanan, dan
kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berlandaskan hal tersebut peneliti memiliki
suatu keyakinan bahwa dibutuhkan suatu model pembinaan yang dapat
meningkatkan kesadaran hukum pada narapidana narkotika yang diharapkan dapat
merubah sikap dan cara pandangnya terhadap penggunaan narkoba maupun
peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakat.

Dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti ingin
mengkaji tentang “OPTIMALISASI PEMBINAAN KEPRIBADIAN DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM PADA NARAPIDANA
NARKOTIKA (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Karawang)”.
Peneliti melakukan penelitian ini dengan harapan peneliti dapat menjawab masalah
terkait bagaimanakah efektivitas dari pelaksanaan program pembinaan kepribadian
dalam meningkatkan kesadaran hukum pada narapidana yang terjerumus kedalam
tindak pidana narkotika serta bagaimanakah kebermanfaatannya program
pembinaan tersebut bagi para narapidana narkotika dalam mendapatkan suatu
perubahan dari tingkah laku yang berarti untuk kehidupan yang akan datang dan
juga dalam bersosialisasi di lingkungan masyarakat serta untuk menjadi warga

negara yang lebih baik lagi.

1.2 Rumusan Masalah
Dari penjelasan latar belakang, maka rumusan masalah yang peneliti ambil
adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah proses pembinaan kepribadian dalam meningkatkan kesadaran
hukum para narapidana narkotika yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IlA Karawang?
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2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dari program
pembinaan kepribadian dalam meningkatkan kesadaran hukum narapidana
narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I1A Karawang?

3. Bagaimanakah strategi yang dapat diterapkan guna mengoptimalkan
pelaksanaan pembinaan kepribadian dalam meningkatkan kesadaran hukum
pada narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Karawang?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan
penelitian yang peneliti ambil ialah:

1. Menganalisis proses pembinaan kepribadian khususnya dalam meningkatkan
kesadaran hukum pada narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IlA Karawang.

2. Mengkaji terkait faktor pendukung dan penghambat dari program pembinaan
kepribadian dalam meningkatkan kesadaran hukum pada narapidana narkotika
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Karawang.

3. Menganalisis serta mengkaji terkait strategi yang dapat diterapkan guna
mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan kepribadian dalam meningkatkan
kesadaran hukum pada narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IlA Karawang.

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu segi teoritis dan

praktis dengan penjelasan sebagai berikut:

1.4.1 Secara Teoritis
Dapat memberikan sumbangan kajian keilmuan dibidang pembelajaran non

formal serta informal sehingga peneliti lain bisa melakukan penelitian lebih lanjut

1.4.2 Secara Praktis
1. Bagi peneliti
Penelitian ini ialah guna memperoleh data dan informasi terkait selaku suatu

pemecahan perkara pada permasalahan yang peneliti hadapi, khusus nya tentang
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optimalisasi lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan
kepribadian guna meningkatkan kesadaran hukum pada narapidana narkotika.
2. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk membuat
perencanaan kegiatan pembinaan pada Narapidana narkotika yang tentunya
berlandaskan pada Undang-Undang Pemasyarakatan supaya optimalisasi Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1A Karawang dalam memberikan pembinaan supaya dapat
lebih terjamin lagi.
3. Bagi Pembuat Kebijakan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam
merancang sebuah kebijakan yang hendak diterapkan dalam upaya
mengoptimalkan program kegiatan pembinaan kepribadian guna meningkatkan

kesadaran hukum pada narapidana narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan.

1.5 Struktur Organisasi SKripsi

Struktur organisasi skripsi dalam penelitian ini meliputi lima bab, setiap bab
diuraikan menjadi:
1. BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang Optimalisasi Pembinaan
Kepribadian Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Narapidana Narkotika di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, dan dalam bab ini juga terdapat struktur organisasi
skripsi
2. BAB Il Kajian Pustaka

Bab ini memuat pembahasan mengenai uraian dari desain penelitian,
dimana peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus,
selanjutnya peneliti akan memaparkan lokasi serta subjek penelitian yaitu di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Karawang, instrument penelitian, prosedur
penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan
yang terakhir yakni validitas data.
3. BAB Ill Metode Penelitian

Pada bab ini berisikan pemaparan mengenai desain penelitian yang

digunakan oleh peneliti yakni pendekatan kualitatif dan metode studi kasus yang
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digunakan didalam penelitian ini. Dalam bab ini juga terdapat penjelasan terkait
lokasi dan subjek penelitian, instrumen penelitian, prosedur penelitian, teknik
pengumpulan data, teknik analisis data, dan validitas data.
4. BAB IV Temuan dan Pembahasan

Bab ini peneliti akan memaparkan mengenai deskripsi umum penelitian dan
temuan peneliti di lapangan yang merupakan hasil wawancara, observasi, studi
dokumentasi, yang pengolahan datanya berdasarkan rumusan masalah yang
kemudian di analisis serta dikaitkan dengan teori-teori yang relevan yang
sebelumnya telah peneliti paparkan di bab 2.
5. BAB V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Bab ini berisikan tentang hasil simpulan serta hasil temuan penelitian di
lapangan berdasarkan deksripsi bab 4 dan memberikan masukan juga rekomendasi
pada pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian yang sedang dilakukan oleh
peneliti agar dilakukan evaluasi dan perbaikan mengenai penelitian Optimalisasi
Pembinaan Kepribadian Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pada Narapidana

Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IlA Karawang.
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